KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 2 TAHUN2016

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN2016 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATIKONAWE UTARA,

Menimbang :a. bahwakekayaanalamyangindah,keanekaragamanflora

&fauna,KemajemukanAdatlstiadat, SenidanBudaya serta
peninggalan Sejarah dan Purbakala yang dimiliki
Kabupaten  KonaweUtaramerupakan sumberdayadan
sebagaimodalbesarbagiusaha pengembangan
kepariwisataan daerah;

b.bahwa potensi Kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara

d.

harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang
pembangunan daerah pada umumnya dan
pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang
tidak hanya mengutamakan segi-segi financial saja,
melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan,
lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;

bahwa dalam rangka pengembangan potensi
kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah (laut,
daratan dan pegunungan) Kabupaten Konawe Utara
diperlukanlangkah-langkahpengaturan yangmampu
mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan, dan
mendorong upaya peningkatan kualitasobyekdandaya
tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b danc, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Induk




Pengembangan PariwisataDaerah Kabupaten Konawe
Utara Tahun 2016-2026;

Mengingat :1.Pasall8ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik
IndonesiaTahun 1945;

2.Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi
sumberdayaalam hayatidanEkosistem (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

3.Undang-undang No. S5 Tahun 1992 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
2740);

4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
PengelolaanLingkunganHidup(LembarNegaraTahun
1997 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3639);

S5.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999tentang
Kehutanan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang  Kehutanan (Lembaran Negara  Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 86,Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor4412);

6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe utara Provinsi
Sulawesi Tenggara(Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4689);

7.Undang-undangNo.26Tahun2007tentangPenataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007Nomor68,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 4725);

8.Undang-undang  No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4966);




9.Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun
2014, TentangPemerintahan Daerah, (Lembaran Negara
RITahun 2014 No. 244, tambahan Lembaran Negara RI
No. 5587);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 1999 Tentang
AnalisisMengenai DampakLingkungan(LembarNegara
Tahun1999Nomor59,TambahanLembarNegaraNomor
3838);

11.Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 48,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12.Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010Nomorl18,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 5160);

13.Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2015 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

14.PeraturanDaerahKabupatenKonaweUtaraNomor20
Tahun 2012Tentang Rencana TataRuang Wilayah
KabupatenKonawe UtaraTahun2012-2032(Lembaran
Daerah KabupatenKonawe Utara Tahun 2012 Nomor
42).




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KONAWE UTARA
DAN
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGANPARIWISATA DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2016 -2026.

BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.

2. Bupati adalah BupatiKonawe Utara.

3. DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisingkatDPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Konawe Utara.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomidaerah dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. PemerintahDaerahadalahBupatidanPerangkat-PerangkatDaerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

7. Pemerintah adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasanPemerintahanNegaraRepublikIndonesiasebagaimanadi




maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

8. DinasPariwisatadanEkonomiKreatifadalahDinasPariwisatadan
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13.

14

15.

16.

17

18

Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe Utara.
Wisata adalahkegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan
tersebutyangdilakukan secarasukarelasertabersifatsementara untuk

menikmati obyek dan daya tarik wisata.

. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

11.

Pariwisataadalahsegalasesuatuyangberhubungandenganwisata
termasuk pengusahaan subyekdan daya tarik wisata termasuk
pengusahaan obyekdan dayatarik wisata serta usaha-usaha yang

terkait di bidang tersebut.

. Kepariwisataan adalahsegala sesuatu yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pariwisata.
Kawasanpariwisataadalahkawasandenganluastertentuyangdi bangun

atau di sediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

. Obyek dan daya tarik wisata yang selanjutnya di singkat ODTW adalah

segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) adalah suatu kawasan yang

di dalamnya terdapat beberapa obyek dan daya tarik wisata.

Rencanaindukpengembanganpariwisatadaerahyangselanjutnya disebut
RIPPARDA adalah dasar dalam penyusunan program

pembangunan daerah sektorpariwisata dan dalam penyusunan

rencana pengembangan obyek wisata secara lebihmendetail.

. Rencanaindukpengembanganobyekwisatayangselanjutnyadisebut

RIPOWadalahkebijaksanaan pengembangan obyekwisatayangberisi
rencanastrukturaltataruang,arahanketentuanruangdan bangunan serta

indikasi program pembangunannya.

. Detail EngineeringDesign yang selanjutnya disingkat DED adalah

rencana  Operasionalpengembangan  obyek  wisatayang  berisi
pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta

pembangunan.




19.

20.

Masyarakatadalahorang,perseorangan,kelompokorangtermasuk
masyarakathukumadat,korporasidan/ataupemangku kepentingan non
pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.




BAB II
RUANG LINGKUP VISI DAN MISI

Pasal 2

(1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

(2)

a. Destinasi pariwisata

b. Pemasaran pariwisata

c. Industri pariwisata

d. Kelembagaan kepariwisataan

Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA

(3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :

(4)

(5)

a. Visi

b. Misi

c. Tujuan d.

Sasaran

e. Arahpembangunankepariwisataandaerahdalamkurunwaktu

tahun 2016 sampai dengan tahun 2026

Visi pembangunankepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) hurufa. Adalah terwujudnya kabupaten Konawe Utara

sebagai daerah tujuan wisata berbasis kearifan lokal yang berpeluang

memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

menuju masyarakat sejahtera dan beradab.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki misi :

a.

Mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan

pembangunanwilayahyangkreatif danberlandaskan norma agama;

Mewujudkanlingkungandaerahyangbersih,hijaudantertata rapi
melalui penerapan pembangunan kepariwisataan
berwawasan lingkungan.




Mewujudkan destinasi pariwisata yang mampu memenuhi
kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat
daerah;

Mewujudkan  struktur industri pariwisata yang mampu
berkontribusi dalam menggerakkanperekonomian lokal dan
menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau;

Mengembangkan pemasaran pariwisata yng terpadu dan
bertanggung jawab dalam upaya menjadikanKonawe Utara
sebagai daerah tujuan wisata;

. Mewujudkansistemkelembagaanyangkuatdansumberdaya

manusia yangkompeten dalam perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif; dan
Membangun ikliminvestasi yang kondusif bagi pengembangan

pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.




BAB III
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

(1)Penataan ruang Kabupaten Konawe Utara bertujuan untuk
mewujudkantataruangKabupatenyangberimbangdan berwawasan
lingkungan didukung kegiatan ekonomi wilayah berbasis agro, bahari
dan wisata.

(2)Rencana indukpengembangan Pariwisata Daerah sebagai bagian

integral danpengembangan pariwisata nasional dan pembangunan

daerah berasaskan :

a. Manfaat,yaitupemanfaatanpotensidaerahuntukkegiatan
kepariwisataandidaerahsecaraoptimalsehinggaberdayaguna dan
berhasil guna;

b. Pelestarian, yaitu melestarikan budayadaerah dan kekayaan alam
sebagai daya tarik wisata;

c. Keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan bagi semua
kepentingan kepariwisataandemi keselarasan, keserasian dan
keseimbangan;

d. Berkelanjutan,yaituupayamenegakankelestariandankeadaan alam,

budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar
kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam
wadah yang cukup memadai; dan

e. lImupengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu
pengetahuandanteknologiyangtepatuntukdapatmendukung

pembangunan kepariwisataan di daerah.
Pasal 4
Tujuan dan RIPPARDAKabupaten Konawe Utara adalah :

a.Mewujudkan industri kepariwisataan yang dapat meningkatkan

kualitas dandaya saing produk wisata, menjalin dan memperkuat
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kerjasama dankemitraan antar stakeholder, sekaligus bertanggung

jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya;

b.Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan

meningkatkan kunjungan wisatawan;

Meningkatkanupayapemasaranyangbertanggungjawabdandapat

mengembangkanpasarwisatawaneksistingdan potensial, meningkatkan

promosi, sekaligus menguatkan citra dan kualitas

kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara;

d.MeningkatkankapasitasorganisasikepariwisataanKabupatenKonawe

Utarabaikdisektorpemerintahan,industridanmasyarakatsekaligus

mewujudkan SDM pariwisata yang berkualitas.

Pasal 5

RIPPARDA KabupatenKonawe Utara mempunyai sasaran sebagai berikut :

a.Industri Pariwisata;

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi :

1.

Ut

Mengembangkanidentitasusahapariwisatayangkreatifmelalui
penciptaan suasanakhas daerah dan pelayanankreatifkepada
konsumen;
Meningkatkandayasaingusahapariwisatamelaluipengembangan
produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
Mengembangkansistempengelolaanoperasionalusahapariwisata
yang berwawasan lingkungan;
Mengembangkanmekanismeinsentifdandesintensifbagiusaha
pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan
standar-standar operasional berwawasan lingkungan dan berbasis

masyarakat;

. Meningkatkan pembinaan industri kreatif masyarakat secara

insentifdanpengembanganproduk,pengelolaanprogramwisata

kreatif, serta pemasaran produk dan program wisata kreatif;




6. Memperkuatidentitassentraindustrikreatifuntukdikembangkan
sebagai daya tarik wisata kreatif;

7. Menguatkanrantaiproduksidandistribusiantaraindustrikecil
yangkreatifdengan industripariwisata menengahdanbesardalam
rangka mewujudkan pariwisata;

8. Mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antar
industri kreatif masyarakatdengan usaha pariwisata daerah;

9. Meningkatkandayasaingmutupelayananmelaluipengembangan
standar usaha pariwisata;

10. Menguatnyaupayakerjasamadenganberbagaipelakuindustri
pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata;

11.Adanya peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha
pariwisata,;

12.Adanya peningkatan kualitas produk usaha pariwisata melalui
standarisasi dan sertifikasi;

13.Terimplementasikannya strategi, fasilitasi dan insentif pariwisata;

14.Adanya peningkatan kapasitas teknologi informasi pada usaha
pariwisata;

15.Adanya penetapanpedoman dan peraturan mengenai dampak
lingkungan dan sosial budaya dari penyelenggaraan usaha
pariwisata; dan

16.Terwujudnya pengelolaan usaha pariwisata yang ramah lingkungan

dan berkelanjutan.

b.Destinasi Pariwisata;
1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
3. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
4.Pelaksanaankoordinasipembangunanobyekpariwisata dengan
lembaga/dunia usaha;
5. Pemantauandanevaluasi pelaksanaan program pengembangan

destinasi pemasaran pariwisata;
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6. Pengembangan daerah tujuan wisata;

7. Pengembangan,sosialisasidanpenerapansertapengawasan
standarisasi;

8. Meningkatnya penyebaran kegiatan wisata di kawasan yangbelum
berkembang;

9. Meningkatnyakualitasdankuantitasprasaranadansarana
kepariwisataan;

10.Adanyaketerkaitanantaradayatarikwisatadenganpusatkegiatan serta

daya tarik wisata/kawasan wisata lainnya melalui

peningkatan aksesibilitas;

11.Adanya pengembangan produk wisata yang memberikan
pengalaman total kepada wisatawan melalui teknik interprestasi;

12.Menguatnya kapasitas pengelolaan wusaha pariwisata yang
dikembangkan masyarakat lokal;

13.Meningkatnya perankelembagaan adat dan masyarakat lokal dalam
pengembangan kepariwisataan; dan

14.Meningkatnya akses modal usaha untuk masyarakat dalam

pelaksanaan usaha pariwisata.

c. Pemasaran pariwisata;

1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata;

2. Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata;

3. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata;

4. Pelaksanaanpromosipariwisatanusantaradidalamdandiluar negeri;

5. Pengembangan statistik kepariwisataan;

6. MenguatnyacitrapariwisataKabupatenKonaweUtarabaikdalam skala
lokal, regional maupun internasional;

7. Adanya upayapemantapan pasar utama dan peluasan pasar

potensial pariwisataKabupaten Konawe Utara;
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8. Adanyapengemasanpaketwisatadaneventtematikmeningkatnya daya
saing produk wisata minat khusus dan variasi produk wisata;

9. Adanya pengembanganstrategi pemasaran yang berbasis pada
responsible marketing; dan

10.Meningkatnyapemanfaatanteknologiinformasidalampemasaran dan

promosi pariwisata.

d.Kelembagaan Pariwisata;

1. Meningkatkan kualitas prosedur dan pelayanandalaminvestasi
pariwisata daerah;

2. Menggiatkan kelompok penggerak pariwisata badan kawasan
strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;

3. Mengembangkan programpelatihan dan sertifikasi di bidang
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata;

4. Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan
pariwisata,;

5. Menguatnya sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat melalui upaya kemitraan;

6. Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM pemerintah;

7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDMindustri pariwisata;

8. Menguatnyaperaninstitusipariwisatadanpengembangankerja sama
dengan pelaku industri pariwisata dan pemerintah; dan

9. Terwujudnya standarisasi dan sertifikasi bagi SDM industri

pariwisata serta tenaga kepariwisataan.
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BAB IV
FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 6

RIPPARDA KabupatenKonawe Utara mempunyai fungsi :

a. Pedomanbagipembinaandanpengembangandikawasanpariwisata,
ODTW, sarana danprasarana pariwisata serta investasi pembangunan;

b. Pedomanbagipengawasandanpengendalianpemanfaatankawasan
pengembangan pariwisata,ODTW,saranadanprasaranapariwisata serta
investasi pembangunan;

c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;

d. Penjabaran pemanfaatanruang berdasarkan rencana tata ruang

wilayah.

Pasal 7

RIPPARDAKabupatenKonaweUtara merupakandasar pertimbangan dalam
penyusunan program pembangunan daerahsektor pariwisata dan

dalampenyusunan rencanapengembangan obyekwisatasecaralebih detail.

Pasal 8

(1) RIPPARDA KabupatenKonawe Utara berlaku 10 (sepuluh) tahun;
(2) RIPPARDA sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di tinjau

sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
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(1)

(2)

BAB YV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 9

UntukmewujudkantujuandariRIPPARDAKabupatenKonaweUtara
sebagaimana dimaksud dalam pasal4ditetapkan kebijakan dan strategi
pengembangan pariwisataKabupaten Konawe Utara.

Kebijakan pengembanganpariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi :

a. Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah untuk
memperkuat potensi alam, sejarah, budaya dan seni sebagai
bentukkekayaan alamdaerahdansekaligusmelindungikawasan
Konawe Utaraakibat perkembangan pariwisata;

b. Pembangunankawasanpengembanganpariwisatadaerahuntuk
meningkatkan kualitas dan keragamanproduk pariwisatakreatif dan
berwawasan lingkungan;

c.Pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhandan
harapantargetpasarmaupunsegmenpasarbaikdidalammaupun di
luar negeri;

d.Pengembangan sistempengelolaandanpelestarianyangkreatif terhadap

warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi
masyarakat dan wisatawan;

e. Pembangunanlandscapealamdanbudayadaerahyangmencirikan
identitas pariwisata kreatif berwawasan lingkungan;

f. Pengembanganpemasaranpariwisataterpadudidalamdandiluar
negeri;

g.Penguatankelembagaanpengelolaan pariwisatadaerah melalui
pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya, institusi,
swasta serta masyarakat dalam dan luar negeri;

h.Pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai

dengan normaagama dan budaya masyarakat daerah dalam
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pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat
investasi dalam pengembangan pariwisata dan berwawasan
lingkungan;

i. Peningkatan kapasitasdan kompetensi sumber daya manusia,
pemerintahan, pelaku industri pariwisata dan masyarakat dalam
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata;

j- Pengembangan pariwisata adalah pengembangan kawasan
pariwisata Kabupaten Konawe Utara dirumuskan ke dalam KPP;

k. Peningkatan aksesibilitas dan prasarana transportasi;

l. Peningkatan amenitas di ODTW;

m. Peningkatan senidan budaya sebagai atraksi wisata dengan
memperhatikan kearifan lokal,

n. peningkatankualitasdankuantitasfasilitaspenunjangwisatadan
fasilitas umum;

o. Pengembangan diverifikasiproduk wisatayangmempertimbangkan
diferensiasi, kekhasan, dan optimalisasi fungsi kawasan;

p. Peningkatankapasitasdanperanmasyarakatdalampembangunan
destinasi wisata;

q. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan;

r. Penguatan kesadaran wisata masyarakat;

s.Pengelolaan pengunjung sebagai upaya meminimalisir dampak
potensi pariwisatamassal; dan

t. Pengembangan investasi kepariwisataan besertapelayanannya

yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya.

Pasal 10

(1) Strategi Pengembangan Kewilayahan Pariwisata, adalah sebagai
berikut :
a. Membagi KPPKabupaten Konawe Utara dalam6 (Enam) KPP,yaitu
KPP A untuk pengembangan kawasanwisatapantai Taipa,KPPB

untukpengembangankawasanwisatabahariPulauLabengki, KPP
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C untuk pengembangan kawasan wisata alam Air Panas
Wawolesea, KPPDuntukpengembanganKawasanWisataAlam
danSejarahAsera,KPPEUntukpengembangan Kawasanwisata alam
dan sejarahOheo dan KPP F untuk pengembangan kawasan wisata
alamminat khusus Wiwirano.

b. Masing-masingKPPmemilikipusatpertumbuhandanpelayanan yang

memiliki daya tarik wisata yang berkualitas, memiliki

kesesusaian tema daya tarik wisata, memiliki dukungan jejaring,
aksesbilitas dan infrastruktur. Serta dianggap dapat menjadipusat
untuk melayani kebutuhan pengembangan wisata dan wisatawan;

c. Peningkatanpelayanan infrastruktur dan fasilitas pendukung
kepariwisataan tiap KPP.

(2)Strategi peningkatanaksesbilitas dan transportasi adalah sebagai berikut

a.Meningkatkankualitasprasaranadarat,lautdanudara untuk
meningkatkan kenyamanan dankeamanan wisatawan melalui
pembangunan dan perbaikan prasarana;

b. Meningkatkankualitassaranatransportasidarat,lautdanudara secara
terpadu melalui pengadaan rute dan sarana transportasi publik
yang dapat diakses wisatawan secara mudah;

c. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang bergerak dalam
bidang transportasi untuk memperkuat daya saing kepariwisataan
Kabupaten Konawe Utara; dan

d. Meningkatkan pengelolaan dan informasi transportasi.

(3)Strategipeningkatankualitasdankuantitasfasilitaspenunjangadalah
sebagai berikut :

a. Meningkatkan  kualitasdan  kuantitas hotel, restoran/rumah
makan dan pelayanannya serta keragaman jenis restoran;

b. Meningkatkankualitasakomodasi,pelayanan,dankeragaman jenisnya;

c. Mengembangkanwadah /fasilitasinformasikepariwisataandititik

strategis; dan
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d. Meningkatkan kualitas sarana pendukung lainnya.

(4)Strategi pengembanganproduk wisata yang terdiverifikasi adalah sebagai

berikut :
a. Mengembangkankegiatan wisata bahari, wisata alam, wisata
sejarahdanbudayaKabupatenKonawe Utarayangmemperhatikan

KPP yang telah ditentukan;

b. Mengembangkan  kegiatanwisatabahariyangmempunyaicirikhas
tersendiri antar kawasan (one village oneproduct)

c. Mengembangkankegiatan wisata industri sebagai bagian dari
penguatan citraKabupaten Konawe Utara; dan

d. Mengembangkanpaketdanjalurwisatayangmenekankanaspek
interprestasi.

(S)Strategi peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam
pembangunan destinasi adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkanketerlibatanmasyarakatdalampengembangan destinasi
pariwisata,;

b. Menguatkan kelembagaan masyarakat;

c. Meningkatkan kapasitasdan kemampuan layanan usaha masyarakat
di bidang pariwisata.

(6)Strategi usaha ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan akses pasar terhadap produk wisata/usaha ekonomi
pariwisata yang dikembangkan masyarakat

b. Meningkatkan dukungan permodalan bagi masyarakat.

(7)Strategipenguatankesadaranwisatamasyarakatdalampembangunan
destinasi adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya
pariwisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif
kepariwisataan setempat;

b. meningkatkanmotivasimasyarakatsetempatuntukmenjaga,
memelihara dan mengembangkan di setiap ODTW.

c. Meningkatkanmotivasimasyarakatsetempatuntukmengunjungi

dan mengenali daya tarik wisata setempat.
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(8)Strategi pengelolaan pengunjung adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan danpeningkatan dalam kawasan wisata untuk
menjaga daya dukung kawasan, ekosistem setempat, sekaligus
menciptakan keamanan dan kenyamanan wisatawan; dan

b. Pendistribusiankunjungan wisatawan ke wilayah/daya tarik
wilayah lainnyayang non prioritas;

(9)Strategi pengembanganinvestasi kepariwisataan yang mendukung
konservasi lingkungan dan budaya adalah sebagai berikut :

a. Pengembangansistem insentif dan desinsentif pada usaha
pariwisata,;

b. Peningkatan kualitaspelayanan investasidengan penyederhanaan
prosedur investasi pariwisata; dan

c. Peningkatan promosi peluang investasi kepariwisataan.

19



BAB VI
RENCANA PENGEMBANGAN
Pasal 11

Rencana pengembangan pariwisataKabupaten Konawe Utara meliputi :

a. Penetapan kawasan pengembangan pariwisata;

o

o o

5@ om0

. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang diprioritaskan;
Pengembangan atraksi,aksesbilitas dan amenitas;

. Pengembangan usaha pariwisata;

Pengembangan SDM dan kelembagaan;

Pengelolaan lingkungan; dan

Pengembangan pasar pariwisata.

. Pengembangan adat, budaya dan kuliner khas daerah

Bagian Kesatu
Penetapan Kawasan pengembangan Pariwisata (KPP)

Pasal 12

(1) Penetapan kawasan pengembangan  pariwisata sebagaimana

tercantum dalam pasal 11 huruf ameliputi 6 (enam) kawasan

pengembangan.

(2) Petapenetapankawasansebagaimanatercantumdalampasall2ayat

1(satu)tercantumdalamlampiranl1(satu)yangtidakterpisahkan dengan

peraturan daerah ini.

(3) Kawasan pengembanganpariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.

b.

Kawasanpengembanganpariwisata(KPP)PantaiTaipadengan tema
wisatabahari/pantai, sejarah dan religimeliputipantai Laimeo,
pantai Puudonggala, pantai Matanggonawe, pantai
Kokapi, pantai Motui, Gua Poni-poniki, Gua Solootidan kuburan
H. Lasamana.
Kawasanpengembanganpariwisata(KPP)PulauLabengkidengan tema

wisata baharidengan dukungan tema atraksi wisata

20



snorkeling, diving, fishing, wall climbing, danau dan guadan
wisata tirta mencakup wilayah pulaulLabengki dan sekitarnya.
Kawasan pengembanganpariwisata (KPP) Wawolesea dengan tema
wisataAlam Air Panas dan sejarah meliputi air panas Wawolesea,
Air Terjun Matapila, Pantai Bandaeha, Pantai Mataiwoi
Molawe, Gua Pomboraa Wawolesea, Kuburan Lawatu.

Kawasan pengembanganpariwisata(KPP) Asera dengan tema
wisataalamdan sejarahmeliputiairterjunmorende-rende,

Watunggangga, danau IRano, Air terjunBanggarema.

e. Kawasanpengembangan pariwisata (KPP) Oheo dengan tema

wisata Alam, Sejarah dan Purbakala meliputi : Telaga TigaWarna,
Gunung Oheo,GoaTengkorak,Ranowuwue,airterjunRanooha,
makam Kapita Larambe.
Kawasanpengembanganpariwisata(KPP)Wiwiranodengantema
WisataAlamminatkhusus,sejarahdanreligi, meliputiwisata Arung
JeramLalindu,Air terjun Ameseu,Air terjunTetewatu, Telaga
Biru,pantaiMolore, pantai Lameruru, pantai Morombo, kuburan
Untolipu Cinudu dengan dukungan wisata Agro perkebunan
kelapa sawit.

Khusus untuk huruf a, b dan c di atas pengembangannya

menggunakan Branding Segitiga Berlian.

(4) Penetapan kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana

tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing kawasan

pengembangan pariwisata (KPP) di tetapkan pusat pertumbuhannya.

(5) Penetapan pusat pertumbuhan kawasan pengembangan (KPP)

sebagaimana tercantum pada ayat (3) meliputi :

a. Pusat pertumbuhan KPP Taipaterletak di desa Taipa
b. Pusat pertumbuhan KPP Labengkiterletak di desa Labengksi;

c. Pusat Pertumbuhan KPP Wawoleseaterletak di desa Wawolesea d.

Pusat pertumbuhan KPP Asera terletak di desa Asera,;

e. Pusat pertumbuhan KPP Oheo terletak di Kelurahan Linomoiyo;

f. Pusat pertumbuhan KPP Wiwiranoterletak di desa Tetewatu;
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(6) Peta kawasanpengembangan pariwisata sebagaimana di maksud pada
ayat (2)tercantum dalam lampiran 1 (satu)Peraturan Daerah ini dan

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 13

Kawasan Pariwisata serta ODTW yang berada di wilayah perbatasan antar
daerah di atur secara bersama-sama dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengembangan obyek daya tarik wisata yangdiprioritaskan

Pasal 14

Penetapan ODTWyang di prioritaskan sebagaimana yang tercantum

dalam pasal 11 huruf b meliputi;

a. ObyekdayatarikwisataKPPTaipaterdiridariTanjung/pantaiTaipa, pantai

Ulusawa, pantai Laimeo, pantai Puudonggala, pantai
Matanggonawe,pantaiMotui,pantaiKokapi,GuaPoni-ponikidan gua
Solooti;

b. ObyekdayatarikwisataKPPLabengkiterdiridariPulauLabengki besar,
Labengki kecil dan Pulau-pulau kecil di sekitarnya, Teluk cinta, Pasir
putih, Danau dan Gua;

c. Obyek daya tarik wisata KPP Wawolesea terdiri dari Air panas
Wawolesea danToreo, airterjun Matapila, pantai Bandaeha,pantai
Mataiwoi, pantai Molawe, pantai Mandiodo, hutan Mangrove
Tapunggaya, kuburan Lawatu, Gua Pomboraa Wawolesea;

d. ObyekdayatarikwisataKPPAseraterdiridariairterjunmorende-
rende, Watunggangga, danau IRano, Airterjun Banggarema.

e. ObyekdayatarikwisataKPPOheoterdiridariTelagaTigaWarna,Goa
Tengkorak,Rano Wuwue, Gunung Oheo,Gua anawai,sungai Lalindu, air

terjun Ranooha, makam Kapita Larambe.
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(1)

(2)

(1)

ObyekdayatarikwisataKPPWiwiranoterdiridariAirterjunTetewatu, Goa
Tengkorak, Arung JeramLalindu,Air terjun Ameseu,Telaga Biru, pantai
Molore, pantai Lameruru, pantai Morombo, kuburan Untolipu Cinudu,

wisata agroperkebunan kelapa sawit.

Pasal 15

Bagisetiapobyekwisatadikawasanpengembanganpariwisatayang
diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat disusun
Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) dengan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagi setiap ODTW di kawasan pengembangan pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14,dapat disusun rencana detail
danteknisobyek wisatadenganberpedomankepada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengembangan

Aksesibilitasdan Amenitas Pasal 16

Pengembangan aksesibilitasdan amenitas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11huruf c, meliputi :

a. Daya tarik wisata alam

b. Daya tarik wisata budaya

c. Daya tarik wisata buatan

d. Sarana dan prasarana transportasi
e. Sistem transportasi

f. Prasarana umum

g. Fasilitas umum

h. Fasilitas pariwisata
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Bagian Keempat Pengembangan

Usaha Pariwisata Pasal 17

PengembanganusahapariwisatasebagaimanadimaksuddalamPasal 11 huruf
d, digolongkan ke dalam :

a. Usaha jasa pariwisata;

b. Pengusahaan ODTW;

c. Usaha sarana pariwisata.

Paragraf Kesatu Usaha
Jasa Pariwisata Pasal

18

(1) Usahajasapariwisatameliputipenyediaanjasaperencanaan,jasa
pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
(2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
a.Jasa biro perjalanan wisata;
b.Jasa impresariat;
c.Jasa informasi pariwisata; dan
d.Jasa konsultasi pariwisata.
(3) Pemerintahdaerahdapatmenetapkanjenisusahapariwisataselain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 19

Usaha jasabiro perjalanan wisata merupakanusaha penyediaan jasa

perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 20

(1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan

penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan,

24



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

mengirimmaupun mendatangkan, mengirimmaupun
mengembalikannya,serta menentukan tempat,waktu dan jenis
hiburan;

Kegiatansebagaimanadimaksudpadaayat(l)meliputibidangseni dan
olah raga;

Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan
memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, bangsa, kesusilaan dan

ketertiban umum.

Pasal 21

Usaha jasainformasi pariwisata merupakan usaha penyediaan
informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
Penyediaan,penyebarandanpemanfaataninformasikepariwisataan

dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 22

Usahakonsultanpariwisatamerupakanusahapelayanankonsultasi
tentang perencanaan dan/atau pengembangan kepariwisataan.
Pelayanankonsultasikepariwisataandapatdilakukanbekerjasama
dengan lembaga atau institusi yangmempunyai kompetensi dalam

bidang pariwisata.

Paragraf Kedua
Pengusahaan ODTW
Pasal 23

PengusahaanODTWmeliputikegiatanmembangundanmengelola ODTW
beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan

mengelola ODTWyang telah ada.

(2) Pengusahaan ODTWdapat dikelompokan ke dalam :
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a. Pengusahaan ODTWbahari;
b. Pengusahaan ODTWalam;
c. Pengusahaan ODTWsejarah, budaya dan religi; dan
d. Pengusahaan ODTWminat khusus.
(3) PemerintahdaerahdapatmenetapkanjenispengusahaanODTWyang
termasuk di dalamtiap-tiap kelompoksebagaimana yangdimaksud

pada ayat (2) dan selain sebagaimanayang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

Pengusahaan ODTWalam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya

alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 25

Pengusahaan ODTWsejarah, budayadan religi merupakan wusaha
pemanfaatan seni,budaya,sejarah daerah danbangsa untuk dijadikan
sasaran wisata.

Pasal 26

Pengusahaan ODTWkhusus merupakanusaha pemanfaatansumber daya
alam bahari dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya

tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Paragraf Ketiga Usaha
Sarana Pariwisata Pasal
27

(1) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan,
pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang

diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
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(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pengembangan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju
peningkatan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan
yang diperlukan.

Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)diarahkan mencapaisasarankuantitasdan
kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi
kebutuhan kunjungan wisatawan.
Pengembanganusahasaranawisatadiarahkanmembentuksuasana
lingkungan yang memiliki corak khas daerah.

Lokasi pengembangan usaha sarana pariwisata disesuaikan

kebutuhan.

Pasal 28

Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
a. Penyediaan akomodasi;
b. Penyediaan makan dan minum;
c. Penyediaan angkutan wisata;
d. Penyediaan saranawisata minat khusus snorkeling, diving,
fishing, wall climbingdan wisata tirta.
Pemerintahdaerahdapatmenetapkanjenisusahasaranapariwisata selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Usahapenyediaanakomodasimerupakanusahapenyediaankamar dan
fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
Usahapenyediaanakomodasisebagaimanadimaksudpadaayat(1),
dibedakan ataskriteriayangdisusunmenurutjenisdantingkat fasilitas

yang disediakan.

27



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 30

Usahapenyediaanmakandanminummerupakanusaha pengelolaan,
penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
Usahapenyediaanmakandanminumsebagaimanadimaksudpada
ayat(1l)dapatdilakukan Sebagaibagiandaripenyediaan akomodasi
ataupun sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri.
Dalamkegiatanusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1),dapat pula

diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 31

Usahapenyediaanangkutanwisatamerupakanusahakhususatau
sebagian dari usahadalam rangka penyediaan angkutan pada
umumnya.
Usahapenyediaanangkutansebagaimanadimaksudpadaayat(l) dapat
dilakukan oleh usaha angkutankhusus wisata, atau usaha angkutan
umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha
angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan

wisata.

Pasal 32

Usaha penyediaansaranawisata minat khusus dan wisata tirta
merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola
prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan
kegiatan wisata minat khusus dan wisata tirta.

Usaha penyediaansarana wisata minat khusus dan wisata tirta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di laut dan

pulau kecil.
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(1)

(1)

(2)

Pasal 33

Setiap orangatau kelompok yang melakukan wusaha di bidang
pariwisata sebagaimana yang dimaksudpasal 18 s.dpasal32 harus
memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

(2) TDUP yangdimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas nama Bupati.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM)

Pasal 34

Pengembangan sumber daya  manusia  diarahkan  untuk
meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.

Peningkatan profesionalisme sebagaimanadimaksudpada ayat (1)
dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, bimtek, magang dan

studi banding yang diselenggarakan oleh pemerintahatau swasta.

Bagian Keenam
Pengembangan kelembagaan

Pasal 35

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilaksanakan oleh

lembaga pemerintah, swasta, masyarakat, dan atauperseorangan baik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang

saling menguntungkan.

(1)

Pasal 36

Pengelolaan pengembangan pariwisatadaerah oleh pemerintah
daerah berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengamanan

dan penyediaan fasilitas.
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(2) Pengelolaanpengembanganpariwisatasebagaimanadimaksudpada ayat
(1) berbentuk :
a. Pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang

pengembangan pariwisata.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Penunjang

Pasal 37

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan
kegiatanpelayanan jasayangmeliputijasapos,jasapenitipankilat/JNE,

telekomunikasi dan internet.

Bagian Kedelapan
Pengelola Lingkungan

Pasal 38

(1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian
lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usahapariwisatayangdapatmenimbulkanpencemaranlingkungan wajib

melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Pasar Wisata

Pasal 39

Pengembangan pasar pariwisata merupakan suatu kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pemantauanpemasaran sesuaipangsa pasar

melalui koordinasi lembaga dan instansiterkait.
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Pasal 40

Pengembangan pasar pariwisata meliputi :

a. Pelaksanaankegiatanpromosidanpelayananinformasipariwisata pada
sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan
informasi yang modern;

b.  Peningkatankegiatanpromosidanpelayananinformasipariwisata
sebagaimana dimaksud pada hurufa, dilaksanakan oleh pemerintah
daerah, swasta dan masyarakat;

c. Tempatkegiatanpromosidanpelayananinformasipariwisatadapat
disediakandandiusahakanolehswastabaikdidalamnegerimaupun di

luar negeri.

Pasal 41

Pengembanganpasarpariwisatasebagaimanadimaksuddalampasal40, dapat

dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi dan badan hukum.

31



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB VII INDIKASI
PROGRAM Pasal 42

Pelaksanaan pengembanganpariwisata Kabupaten Konawe Utara
dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program
kegiatan beserta perkiraan pendanaannya.
Pembiayaanuntukmerealisasikanprogramkegiatandalamrangka
perwujudan pengembangan pariwisatadialokasikan dari sumber dana
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) dan investasi swasta
dan/atau kerjasama pendanaan.
Kerjasama pendanaandilaksanakan sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal 43

Programkegiatanpengembanganpariwisatasebagaimanadimaksud
dalam pasal 42 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program
pembangunan yangmemilikijangkawaktupelaksanaandalam10
(sepuluh) tahun.
Indikasiprogrampengembanganpariwisatasebagaimanadimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran Ilyang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN Pasal 44

Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program pengembangan pariwisata

diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dengan
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memperhatikan aspirasi masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama.

Pasal 45
PengendalianpelaksanaanRIPPARDA diselenggarakanmelaluikegiatan
pengawasan dan penertiban.

Pasal 46

(1) Pengawasansebagaimanadimaksuddalampasal45,diselenggarakan
dalam bentuk pelaporan,pemantauan dan evaluasi.

(2) Penertibansebagaimanadimaksudpasal45,diselenggarakandalam
bentuk pemberian sanksisesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 47

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal44, 45
dan 46, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisatadan Ekonomi Kreatifserta

instansi lain yang terkait.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam  Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai Teknispelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.
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Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dagrah
Kabupaten Konawe Utara,

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 2 Agustus 2016
BUPATI KONAWE UTARA

Tud

RUKSAMIN

Diundangkan di Wangmidu
Pada Tanggal 2 Agustus 2016

Plt. SEEKRETARIE DAERA
KABUPATEN HONAWE UTARA

Ttd
H. MARTAYA

LEMEBARAN DAERAH KABUPATEN HONAWE UTARA TAHUN 72016
NOMOR 80.
NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGCARA
{ 2/2016).

Salinan Sesuai Aslinyva
Kepala Bagian Hukum
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